KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 015.05.2.532572/2025

DS:5003-0114-9052-9435

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

1. Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

2. Unit Organisasi . (05) Ditjen Bea dan Cukai

3. Provinsi :(22) BALI

4. Kode/Nama Satker . (532572) KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT

Sebesar : Rp. 12.614.812.000 ( DUA BELAS MILIAR ENAM RATUS EMPAT BELAS JUTA DELAPAN RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 12.614.812.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp.

2. PNBP - Pinjaman Dalam Negeri Rp.
PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp.

5. Hibah Langsung Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp.

Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN DENPASAR (037) Rp. 12.614.812.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

N o g wWwN e

. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 01
Tanggal : 21 Februari 2025

Jumlah Uang

O O O ©O O o o

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006



LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 015.05.2.532572/2025

DS:5003-0114-9052-9435

Satker : (532572) KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT

CcC Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp. 656.075.000
CC.4787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi Rp. 164.796.000
CC.4788 Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan Rp. 7.020.000
CC.4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp. 484.259.000
WA Program Dukungan Manajemen Rp. 11.958.737.000
WA.4695 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp. 11.866.879.000
WA.4697 Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp. 63.570.000
WA.4698 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp. 28.288.000

Halaman

1

dari

1



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.05.2.532572/2025
I A. INFORMASI KINERJA

: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
: (05) Ditjen Bea dan Cukai

1 (22) BALI
: (532572) KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT

DS:5003-0114-9052-9435

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

015.05.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara
4787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

1. 01 Indeks efektivitas pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanan dan cukai

2. 02 Indeks kepuasan pengguna jasa

3. 03 Indeks Efektifitas Komunikasi dan Edukasi

4. 04 Persentase efektivitas monitoring dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai

5. 06 Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor
4787.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 585,00
01 AEF.001 Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal) 585.00
4787.BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan 28,00
01 BIG.001 Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai 28.00
4787.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 2,00
01 FAC.006 Pembinaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai 2.00
4788 Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan

1. 01 Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak
4788.BCE Penanganan Perkara 1,00
01 BCE.002 Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai 1.00

orang

orang

Laporan

Laporan

Orang, KL, Daerah, Unit Kerja

Unit Kerja

Perkara, Berkas Perkara

Perkara

656.075.000

164.796.000

59.424.000

59.424.000

32.832.000

32.832.000

72.540.000

72.540.000

7.020.000

7.020.000

7.020.000




Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.05.2.532572/2025
I A. INFORMASI KINERJA
:(015)  KEMENTERIAN KEUANGAN
: (05) Ditjen Bea dan Cukai
1 (22) BALI
: (532572) KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT

DS:5003-0114-9052-9435

Halaman: | A. 2

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum
1. 01 Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai - DJBC
2. 01 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
3. 02 Persentase efektivitas patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
4. 02 Persentase keberhasilan Pelaksanaan Joint Task Force on Narcotics
5. 03 Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program - DIJBC
6. 03 Persentase efektivitas kegiatan patroli pengawasan NPP
4789.BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
01 BIG.001 Laporan Hasil Audit (LHA)

02 BIG.004

Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan

015.05.WA Program Dukungan Manajemen
4695 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
1. 02 Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
2. 03 Persentase kualitas pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi

4695.CCF OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan

01 CCF.001 Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan
Cukai

4695.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

01 EBA.003 Kerumahtanggaan

02 EBA.994 Layanan Perkantoran

10,00

1.00
9.00

78,00

78.00

24,00

12.00
12.00

Laporan

Laporan
Laporan

Unit

Unit

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
Layanan

Layanan

484.259.000

484.259.000
74.863.000

409.396.000

11.958.737.000

11.866.879.000

701.200.000

701.200.000

3.385.374.000

358.246.000
3.027.128.000




Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.05.2.532572/2025
I A. INFORMASI KINERJA

: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
: (05) Ditjen Bea dan Cukai

1 (22) BALI
: (532572) KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT

DS:5003-0114-9052-9435

Halaman : | A.

3

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

4695.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.204,00
01 EBB.002 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 90.00
02 EBB.005 Gedung/Bangunan 1114.00
4695.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 3,00
01 EBD.002 Laporan Keuangan Unit 3.00
4697 Pengelolaan Organisasi dan SDM

1. 01 Tingkat penyelesaian ekosistem delayering

2. 02 Tingkat implementasi learning organization - DJBC

3. 04 Tingkat implementasi budaya Kemenkeu - DJBC

4. 05 Persentase Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK dan WBBM - DJBC

5. 06 Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
4697.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 10,00
01 EBC.001 Pengembangan SDM 10.00
4698 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

1. 01 Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal

2. 02 Persentase efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
4698.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7,00
01 EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal 7.00

Unit, m2, Paket

Unit

m2

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi
Laporan

Orang, Layanan, Rekomendasi

Orang

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi
Rekomendasi

7.752.017.000

881.033.000
6.870.984.000

28.288.000

28.288.000

63.570.000

63.570.000

63.570.000

28.288.000

28.288.000

28.288.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001



Kementerian Negara/Lembaga : (015)

Unit Organisasi : (05)
Provinsi 1 (22)
Kode/Nama Satker : (632572)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Bea dan Cukai
BALI
KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT

NOMOR : DIPA-015.05.2.532572/2025

| B. SUMBER DANA

DS:5003-0114-9052-9435

Halaman: IB. 1

Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 12.614.812.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 12.614.812.000 (2) RPLN uUss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. 0 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsun IDR 0 . A
) : gen gsung (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.05.2.532572/2025

DS:5003-0114-9052-9435

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai
Provinsi 1 (22) BALI
Kode/Nama Satker : (5632572) KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT Halaman : II. 1
Kewenangan - (KD) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
532572 KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT - 4.862.795 7.752.017 - 12.614.812
015.05.CC|Program Pengelolaan Penerimaan Negara - 656.075 - - 656.075]
4787 |Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi - 164.796 - - 164.796
4787.AEF|Sosialisasi dan Diseminasi - 59.424 - - 59.424( 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)
01|RM - 59.424 - - 59.424 037@
4787.BIG|Pemeriksaan dan Audit Penerimaan - 32.832 - - 32.832] 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)
01{RM - 32.832 - - 32.832 037@
4787.FAC|Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara - 72.540 - - 72.540, 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)
01(RM - 72.540 - - 72.540 037@
4788|Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan - 7.020 - - 7.020




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA-015.05.2.532572/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:5003-0114-9052-9435

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai
Provinsi 1 (22) BALI
Kode/Nama Satker : (5632572) KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT Halaman : II. 2
Kewenangan - (KD) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4788.BCE |Penanganan Perkara - 7.020 - - 7.020f 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)
01{RM - 7.020 - - 7.020, 037
4789|Pengawasan dan Penegakan Hukum - 484.259 - - 484.259
4789.BIG [Pemeriksaan dan Audit Penerimaan - 484.259 - - 484.259| 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)
01(RM - 484.259 - - 484.259 037@
015.05.WA [Program Dukungan Manajemen - 4.206.720 7.752.017 - 11.958.737|
4695|Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum - 4.,114.862 7.752.017 - 11.866.879
4695.CCF|OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan - 701.200 - - 701.200] 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)
01|RM - 701.200 - - 701.200 037@
4695.EBA |Layanan Dukungan Manajemen Internal - 3.385.374 - - 3.385.374] 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.05.2.532572/2025

DS:5003-0114-9052-9435

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai
Provinsi 1 (22) BALI
Kode/Nama Satker : (5632572) KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT Halaman : II. 3
Kewenangan - (KD) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01|RM - 3.385.374 - - - 3.385.374 037@
4695.EBB |Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 7.752.017 - - 7.752.017| 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)
01{RM - - 7.752.017 - - 7.752.017] 037@
4695.EBD |Layanan Manajemen Kinerja Internal - 28.288 - - - 28.288] 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)
01(RM - 28.288 - - - 28.288 037@
4697 |Pengelolaan Organisasi dan SDM - 63.570 - - - 63.570
4697.EBC |Layanan Manajemen SDM Internal - 63.570 - - - 63.570, 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)
01|RM - 63.570 - - - 63.570 037@
4698 |Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal - 28.288 - - - 28.288
4698.EBD |Layanan Manajemen Kinerja Internal - 28.288 - - - 28.288) 22.51
(22.51 BALI/ KOTA DENPASAR)




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
: (05) Ditjen Bea dan Cukai

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.05.2.532572/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:5003-0114-9052-9435

Provinsi 1 (22) BALI

Kode/Nama Satker 1 (532572) KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT Halaman : 1. 4

Kewenangan - (KD) (dalam ribuan rupiah)

BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] (58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01|RM 28.288 - 28.288 037@
4.862.795 7.752.017 12.614.812

ttd.
ASKOLANI

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

NIP. 196606111992021001



Kementerian Negara/Lembaga : (015)

KEMENTERIAN KEUANGAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.05.2.532572/2025

. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5003-0114-9052-9435

Unit Organisasi : (05) Ditjen Bea dan Cukai
Provinsi 1 (22) BALI
| Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (532572) KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO|  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI Jul AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1| 532572 KANTOR WILAYAH DJBC BALI-
NTB-NTT
RENCANA PENARIKAN DANA 450.489 32.209 672.086 523.181 159.706 470.303 262.439 444.848 508.822 1.408.877| 166.268 7.515.582 12.614.812)
BELANJA BARANG 450.489 32.209 672.086 523.181 159.706 470.303 262.439 444.848 508.822 527.844 166.268 644.598 4.862.795
BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881.033 0 6.870.984] 7.752.017
015.05.CC.4787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi 33.280 0 37.832 4.800 10.944 5.400 0 0 0 0 0 72.540 164.796
| 52 BELANJA BARANG DAN JASA | ¢ szze0] o Tavssy  asoo|  10ead  sa0 T I of T 72540 16479
015.05.CC.4788 Penanganan Keberatan/ Banding/ 0 0 7.020 0 0 0 0 0 0 0 0 v 7.020
Gugatan
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 7.020) 0 0 0] Of 0 0] 0f 0 0f 7.020]
015.05.CC.4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum 0 0 72.000 0 101.888 92.858 0 50.671 24.192 99.200 19.450 24.000 484.259)
| 52 BELANJA BARANG DAN JASA | o 7 of 72000 o " ionsss| o2ese o T soer1| a1 T 99200 194s50| | 24000 484.259)
015.05.WA.4695 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan 417.209) 32.209 555.234] 518.381 46.874] 372.045] 262.439 394.177 484.630) 1.309.677| 146.818 7.327.184] 11.866.879)
Umum
52 BELANJA BARANG DAN JASA 417.209 32.209 555.234) 518.381 46.874| 372.045] 262.439 394.177 484.630) 428.644) 146.818 456.200) 4.114.862)
53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881.033 0 6.870.984] 7.752.017
015.05.WA.4697 Pengelolaan Organisasi dan SDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.570] 63.570]
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.570) 63.570)
015.05.WA.4698 | Pengelolaan Risiko, Pengendalian, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.288 28.288
dan Pengawasan Internal
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.288 28.288

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ttd.
ASKOLANI

NIP. 196606111992021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.05.2.532572/2025

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi

: [05] Ditjen Bea dan Cukai

IWA.BLOKIR DS:5003-0114-9052-9435

Provinsi 1 [22] BALI
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [632572] KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
532572 KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT 4787.FAC| Peningkatan Kapasnf’:ls Aplaratur Négara '
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 9.484.959 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
. Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.524
52 Belanja Barang Rp. 1.732.942 N ) . N . .
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
53 Belanja Modal Rp. 7.752.017 ) - . . ) . ) )
. Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
015.05.CC | Program Pengelolaan Penerimaan Negara
A . 4789 | Pengawasan dan Penegakan Hukum
4787 | Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
— - - - - 4789.BIG| Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
4787.AEF| Sosialisasi dan Diseminasi
. 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
521211 Belanja Bahan(RM) . o
) L Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.744
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.185 A Kebiiakan P ian Belania N dan Kebiiakan P intah Lai
" . . . . . ebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya I 4 ) 9 ) 4
. . " ) . - ’ ) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya P ) 4 I 9 ) 4
. 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairk R 188.403
) . idak Dapat Dicairkan . .
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 782 Kebiiak pp ian Belania N dan Kebiiakan P int EL .
" . . " . . ebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya I 4 ! 9 I Y
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya P I Y I g I 4
522151 Belania J Profesi(RM 015.05.WA | Program Dukungan Manajemen
elanja Jasa Profesi
. I e (RM) 4695 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.400 4695.cCF| oM s Bid w— Jan K
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya ' arana Biaang Fertananan dan feamanan
523199 Belanja P lih Lai RM
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya . elanja 'em.ezl araan Lainnya(RM)
) ) ) ) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 210.360
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.145 ) . " ) . . . .
! N P cal ) . . ) P ) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya .
) o . . ) . . . 4695.EBA| Layanan Dukungan Manajemen Internal
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya .
. . . 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
4787.BIG| Pemeriksaan dan Audit Penerimaan . ..
) ) ) ) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 201.179
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.416 ) . " . . " . .
. . . Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
. L. " . . " . . 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya . o
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.000




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

: [015] KEMENTERIAN KEUANGAN

: [05] Ditjen Bea dan Cukai

1 [22] BALI

: [632572] KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 015.05.2.532572/2025
IVA.BLOKIR

DS:5003-0114-9052-9435

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 231.724
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM) 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.860 ~ Bangunan(RM)
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000
. - " . . . . ’ A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya I yesual I 9 I ! nny
. . . Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) ) ) )
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52100 523121 . Belanja P'em'ellharaan Peralatan dan Mesin(RM)
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 392.010
. . " . . N ) ) A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
) . . Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) ) ) ) )
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.100 524111 _ Belanja P(_erje_llanan Dinas Biasa(RM)
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 175.123
. L. " . . " . ) Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
. . . Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya(RM)
) L 4695.EBB| Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000 _ )
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 881.033
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya . P . . . . P .
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522113 Belanja Langganan Air(RM : - . . . " . .
) I ] 99 (RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000 ) o
A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 533121 Belanja P'enambahelm Nilai Gedung dan I?,angunan(RM)
. . . . . . . . Catatan Renovasi Rumah Dinas sebanyak 17 Unit seluas 1114M2
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya . o
i ) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.870.984
522151 Belanja Jasa Profesi(RM) A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 800

Disposisi:

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 015.05.2.532572/2025
IVA.BLOKIR

DS:5003-0114-9052-9435

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : [05] Ditjen Bea dan Cukai
Provinsi 1 [22] BALI Halaman : VA 3
Kode dan Nama Satker : [632572] KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
4695.EBD| Layanan Manajemen Kinerja Internal
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.144
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

4697 | Pengelolaan Organisasi dan SDM

4697.EBC| Layanan Manajemen SDM Internal

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.142
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

4698 | Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

4698.EBD| Layanan Manajemen Kinerja Internal

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.801
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 015.05.2.532572/2025
IVB.CATATAN

DS:5003-0114-9052-9435

Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : [05] Ditjen Bea dan Cukai
Provinsi 1 [22] BALI
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [632572] KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
532572 KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT

015.05.WA | Program Dukungan Manajemen
4695 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

4695.EBB| Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Rp. 6.870.984
533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

* Renovasi Rumah Dinas sebanyak 17 Unit seluas 1114M2

Rp. 6.870.984

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001



